BAB II
GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Perusahaan

Gambar 2. 1 Logo DPRD Provinsi Jawa Timur

Sejarah DPRD Provinsi Jawa Timur dimulai pada tahun 1950 dengan
terbentuknya Provinsi Jawa Timur sebagai Daerah Swatantra berdasarkan
UU No. 2 Tahun 1950. Pada masa awal, DPRD Jawa Timur berfungsi
sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan tugas membantu gubernur dalam
menyelenggarakan pemerintahan. Struktur dan peran DPRD Jawa Timur
mengalami berbagai perubahan sepanjang sejarah, terutama dalam masa-

masa penting seperti Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

Pada masa Orde Baru, peran DPRD cenderung terbatas karena adanya
sentralisasi kekuasaan di bawah pemerintahan pusat. Namun, setelah
Reformasi, DPRD mendapatkan peran yang lebih luas dalam fungsi
pengawasan, legislasi, dan anggaran, terutama dengan diberlakukannya

otonomi daerah.

Dengan berjalannya waktu, DPRD Jawa Timur juga mengalami
perkembangan dalam jumlah anggota dan mekanisme pemilihan, yang
semuanya beradaptasi dengan perubahan kebijakan politik dan perundang-
undangan di Indonesia. DPRD Provinsi Jawa Timur kini menjadi lembaga
yang lebih transparan dan partisipatif dalam pengambilan keputusan demi

memenuhi aspirasi masyarakat di provinsi tersebut



2.2 Struktur Organisasi
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Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

Menunjuk pada Gambar 2.2 terdapat salah satu Pimpinan dan
sekaligus menjadi Anggota DPRD Provinsi Jatim yaitu Dr. Andik Fadjar
Tjahjono, Drs, M.Si Mengatur beberapa bagian, antara lain Kepala Bagian
Umum vyaitu Danu Ardhiarso, S.STP, M.M dan memiliki sub bagian
lainnya dibawah Bagian Umum yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan

Kepegawaian yang dipimpin oleh Bambang Suhermanto, S.H, M.Hum.

Dalam PKL ini, mahasiswa dibimbing dan dibantu dalam hal
persuratan oleh Bambang Suhermanto, S.H, M.Hum selaku Kepala Sub
Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. Adapun Tugas dari beberapa bagian,
yaitu :

e Bagian Umum
Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan,
administrasi kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, pemeliharaan
dan rumah tangga

e Bagian Program dan Keuangan
Mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program,
pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan DPRD
dan Sekretariat DPRDMR (Market Researcher)

e Bagian Persidang dan Perundang-undangan
Mempunyai tugas menyelenggarakan Dukungan Penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi



e Bagian Penganggaran dan Pengawasan
Mempunyai tugas dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi

DPRD bidang penganggaran dan pengawasan

2.3 Bidang Usaha

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur merupakan lembaga
pendukung yang memiliki tugas utama membantu kelancaran pelaksanaan
fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Bidang usahanya meliputi pengelolaan
administrasi umum, keuangan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang
mendukung kegiatan legislatif. Sekretariat ini juga bertanggung jawab
dalam memastikan pelaksanaan tugas DPRD berjalan sesuai peraturan yang
berlaku dengan memberikan layanan administratif yang efisien, akurat, dan
profesional.

Dalam bidang fasilitasi legislatif, Sekretariat DPRD mendukung
penyelenggaraan rapat-rapat DPRD seperti rapat paripurna, rapat kerja, dan
rapat komisi. Selain itu, sekretariat turut membantu proses penyusunan
rancangan peraturan daerah (raperda) hingga menjadi peraturan daerah yang
sah. Tidak hanya itu, dalam kunjungan kerja anggota DPRD ke berbagai
daerah, Sekretariat DPRD bertanggung jawab dalam mempersiapkan segala
kebutuhan administratif dan logistik untuk kelancaran kegiatan tersebut.

Sekretariat DPRD juga mengelola hubungan dengan masyarakat dan
pihak eksternal melalui layanan aspirasi publik. Masyarakat dapat
menyampaikan usulan, masukan, atau keluhan yang kemudian diteruskan
kepada anggota DPRD untuk ditindaklanjuti. Dengan peran ini, Sekretariat
DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi penghubung antara masyarakat dan
lembaga legislatif, sekaligus memastikan pelaksanaan tugas DPRD berjalan
secara transparan dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah

yang lebih baik



